SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA
PENGGANTI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh
No0.29/Pid.Sus/2019/PN. Mbo)

Diusulkan dan diajukan oleh

SULAIMAN

B011171062

(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA PENGGANTI
PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)

Disusun dan diajukan oleh:

SULAIMAN

B011171062

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi llmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



Scanned by TapScanner




PERSETUJUAN PEMBIMBING UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Sulaiman

NIM - B011171062

Program : liImu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA

PENGGANTI PIDANA DENDA OLEH TERPIDANA PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Negeri

Meulaboh No.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 2021

4
‘

Pembimbing | . Pembimbing Il

it

Prof. Dr. Muhammad Said Karim,SH..M.H
NIP.19620711 198703 1 001

r Azisa,SH. MH.
IP.19671010 1992022 002




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

JIn. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama - SULAIMAN

NIM : B011171062

Program Studi - imu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi . Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Pidana

Denda Oleh Terpidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus Putusan Negeri Meulaboh N0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

Zah Halim SH.,MH
21 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiaman
NIM : B011171062
Program Studi - lImu Hukum
Jenjang ]

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis
Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana
Narkotika adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak
lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau
seluruhnya adalah hasil karya orang lainyang saya pergunakan dengan

cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 juli 2021

SR Penulis

SERLILUH RIBU RUPIAH

:  METERAI
S TEMPEL *
F5929AJX285088223

Sulaiman



ABSTRAK

SULAIMAN (B011171062) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan
Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh
No.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)”. Di bawah bimbingan (Muhammad Said
Karim) sebagai Pembimbig | dan (Nur Azisa) sebagai Pembimbing II.

Penelitian dimaksud untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim
dalam memberikan pidana pengganti selama 5 (lima) bulan dan
pertimbangan kejaksaan sebagai eksekutor putusan dalam menetapkan
terpidana menjalani pidana penjara pengganti pidana denda.

Penelitian ini menggunakan metode normative atau doktrinal dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian
menggunakan jenis/sumber bahan pustaka primer. Tehnik pengumpulan
bahan menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan baku
menggunakan deskriptif kualitatif sehingga akan mempermudah pembaca
memahami maksud dari tulisan ini.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwasanya pertimbangan
hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana penjara
pengganti pidana denda selama lima bulan diperoleh atas penemuan
hukum vyang dilakukan oleh hakim dalam persidangan dengan
memperhatikan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika,
sementara pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa sebagai
eksekutor putusan dalam menetapkan terpidana penjalani pidana penjara
pengganti pidana denda adalah azas Lex spesialis De Rogat Legi Generalis
yang berarti bahwa Undang-Undang lebih khusus mengenyampingkan
Undang-Undang yang sifatnya lebih umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Khusus, Pidana Penjara Pengganti pidana
Denda, Narkotika.
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ABSTRACT

SULAIMAN (B011171062) with the title "Juridical Review of the
Implementation of Prison Substitutes for Criminal Fines in Narcotics
Crimes (Case Study of State Verdicts Meulaboh
No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)". Under the guidance of (Muhammad Said
Karim) as Supervisor | and (Nur Azisa) as Supervisor II.

The research is intended to know the legal considerations of judges
in providing criminal replacement for 5 (five) months and consideration of
prosecutors as executors of decisions in determining the convicted to serve
a prison sentence in lieu of criminal fines.

This research uses normative or doctrinal methods with a statutory
approach and a case approach. The research uses primary library material
types/sources. Material collection techniques using literature studies.
Analysis of raw materials using qualitative descriptive so that it will make it
easier for readers to understand the meaning of this paper.

The results of the study concluded that the legal considerations used
by judges in imposing criminal penalties in lieu of criminal fines for five
months were obtained on the discovery of the law made by the judge in the
trial with due regard to Law No0.35 of 2009 on Narcotics, while the legal
considerations used by prosecutors as executors of the verdict in
establishing convicted criminal prison substitutes for criminal fines are azas
Lex specialist De Rogat Legi Generalis which means that the Law more
specifically overrides the Law which is more general in nature.

Keywords: Special Crimes, Prison Sentences Substitute Criminal
Fines, Narcotics.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada UU No0.35 Tahun 2009 dapat ditemukan definisi
narkotika yaitu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan
penurunan dan perubahan kesadaran, berkurang hingga hilangnya
rasa nyerih dan dapat menimbulkan ketergantungan.® Tindak pidana
adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang diatur sebagai tindak
pidana. Jadi, tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana
yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau
obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat
menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.?

Narkotika meskipun menimbulkan dampak negatif, namun tidak
dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia terutama yang
menyangkut dunia pendidikan, penelitian dan dunia medis, hanya saja
untuk penggunaannya harus merujuk pada regulasi yang telah

ditetapkan oleh undang-undang maupun mentri kesehatan karena

! Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Narkotika
2 Rodliyah, Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pers
Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Depok, him. 87



narkotika apabila digunakan secara illegal dengan tidak wajar akan
menimbulkan ketergantungan sehingga dalam waktu cepat akan
membuat pengguna mengalami ketergantungan.

Perkembangan kasus narkoba di Indonesia telah memunculkan
suatu pertanyaan yang umum di masyarakat. Pertanyaan tersebut
meliputi sebab akibat munculnya tindak pidana narkotika yang
mencoba melihat dari aspek sosiologis sampai pada aspek
penegakan hukum yang ada.

Kita ketahui bersama bahwa hukum bekerja sangat dipengaruhi
oleh permintaan kultur masyarakat yang ada dalam wilayah itu.
Singkat kata hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan
pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan
mempertimbangkan apa yang terbaik untuk diberikan bagi
masyarakat.® Dari uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa,
lahirnya suatu regulasi merupakan permintaan dari masyarakat,
dalam hal ini menyangkut undang-undang narkotika.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah mengatur
regulasi tentang narkotika, namun tidak dapat dipungkiri bahwa
lahirnya regulasi tersebut tidak lepas dari sejarah dan politik. Dalam
negara hukum pendapat dalam ranah teoritis menuai persoalan yang
tak kunjung selesai begitulah uraian yang dikemukakan oleh Brian Z.

Tamanaha dengan judul On The Rule Of Law: History, Politics,

3 Sacipto Raharjo, 2014, llmu Hukum, cetakan ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 145



Theory, sebuah buku yang menulis betapa pentingnya konsep negara
hukum dan supremasi hukum.# Di Indonesia konsep negara hukum
ditegaskan dalam pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi
“‘Negara Indonsia Adalah Negara Hukum”, artinya semua hal yang
ada dalam wilayah negara diatur oleh hukum dan tidak dibenarkan
seorang warga negara melakukan tindakan yang bertentangan
dengan hukum.

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Narkotika adalah:
untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta
melakukan  pencegahan dan  pemberantasan  bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.® Adapun dalam
Pasal 3 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat
ditemukan asas-asas yang menjadi dasar pemberantasan tindak
pidana narkotika yang terdiri dari delapan azas yaitu: keadilan,
pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan,
nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.®

Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika adalah karena banyaknya kasus yang
berkaitan dengan penggunaan narkotika. Berdasarkan data pada

tahun 2014-2016, Nampak bahwa kasus narkotika mengalami

4 Ibid, him.164
5> Rodliyah, Op. Cit, him. 89
8 Ibid, him. 91



peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebanyak 397
kasus, sedangkan tahun 2015 jumlah kasus tindak pidana narkotika
sebanyak 638, sementara itu jumlah kasus yang paing banyak terjadi
pada tahun 2016, dengan jumlah kasus sebanyak 807 kasus.’

Dalam data lain, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh BNN bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia Tahun
2017 tentang survei nasional perkembangan penyalahgunaan
narkoba di Indonesia, dapat dilihat bahwa angka pravalensi
penyalahgunaan narkoba di indonesia telah mencapai 1,77% atau
sekitar 3.376.115 juta orang dari total poopulasi penduduk (berusia
10-59 tahun).® Berdasarkan kedua data tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa perkembangan kasus narkotika semakin hari
semakin memperihatingkan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana narkotika bukan hanya
dianggap sebagai kejahatan nasional namun tindak pidana narkotika
telah bersifat kejahatan global karena melibatkan beberapa negara,
sehingga kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.
Kejahatan narkotika telah dilakukan dengan modus operandi yang
tinggi sampai pada penggunaan teknologi yang cangki, bahkan
disebut-sebut bahwa kejahatan narkotika memiliki jaringan organisasi

yang luas secara global, serta sudah banyak menumbulkan korban

7 Ibid,

& Nata Irawan (dkk),2018, Awas Narkoba Masuk Desa, Deputi Bidang Pencegakan BNN RI
Directori Advokasi, Jakarta, him. 4



sehingga undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi dan
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas
tindak pidana tersebut.®

Tidak sampai pada permasalahan itu, penegakan hukum tentang
narkotika selain ditentukan oleh produk hukum yang baik juga harus
didukung oleh penegak hukum, responsibilitas penegak hukum
tentang kejadian yang terjadi adalah suatu hal yang sangat
berpengaruh yang mana ditentukan oleh tiga faktor yaitu: Faktor
moral, Faktor keterampilan, dan Faktor transpransi penegakan
hukum.'® Ketiga faktor ini sangat dibutuhkan demi membangun
paradigma masyarakat tentang bahaya narkotika. Sebaliknya apabila
ketiga faktor ini tidak diindahkan oleh penegak hukum maka itu akan
membawa hukum tidak mencapai tujuannya.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang
peredaran psikotropika tidak cukup dengan hanya memberikan
tindakan dengan menghukum dan memasukkan penjara ke dalam
penjara. Namun, yang lebih pokok adalah upaya pemerintah dapat
membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk
melakukan penyalahgunaan psikotropika.'! Hal tersebut sejalan

dengan tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan tujuan

° Rodliyah, Op. Cit, him.89

10 Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan
Tinggi PT Raja Persada Grafindo, Jakarta, him.97-98

1 1bid, him.78



pendidikan dibandingkan memberikan efek jerah maupun sebagai
bentuk balas dendam. Namun, bagaiamana jadinya apabila
masyarakat menyatakan mosi tidak percaya terhadap penegakan
hukum karena subjektifitas hukum yang tak kunjung menghadirkan
rasa keadilan.

Dalam kacamata hukum pidana, indonesia menganut azas
legalitas yang membenarkan tidak adanya suatu perbuatan yang
dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu
dilakukan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa semua yang tidak
ditulis dalam hukum akan serta merta tidak dapat dihukum, karena
diakuinya azas-azas hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat yang bersifat umum dan diakui oleh semua
masyarakat.!?

Penemuan hukum oleh para praktisi hukum yang didukung oleh
fakta empirik yang terjadi dalam masyarakat merupakan cikal bakal
lahirnya Undang-Undang Narkotika sebagai suatu sumber hukum
yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana
khusus memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan hukum
pidana, karena hukum pidana merupakan Undang-Undang yang

bersifat umum, sedangkan hukum pidana khusus merupakan

12 Rodliyah, Op. Cit, him.5-7



ketentuan yang bersifat khusus, yang dalam azas hukum dapat saja
mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.*3

Undang-undang Narkotika diakui sebagai sumber hukum pidana
khusus tidak tertutup kemungkinan akan menerapkan sanksi pidana
yang Dbersifat akumulasi apabila dianggap dibutuhkan oleh
masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkembangan kasus narkoba
yang terjadi di indonesia yang selalu meningkat dari tahun ketahun
seakan memberikan sinyal kepada para pembuat undang-undang
bahwa sejatinya penjatuhan sanksi pidana penjara yang bersifat non
akumulatif tidak efektif menekan kasus penyalahgunaan narkotika
sehingga diperlukan jenis pidana lain seperti pidana denda.

Menurut penulis pidana denda adalah pilihan yang paling tepat
diterapkan sebagai alternative kedua dalam penjatuhan pidana
narkotika, karena hal ini akan mendorong penegakan hukum yang
bersifat prima remedium (pemberantasan dari awal) terutama pada
kasus-kasus pidana yang bersifat khusus. Hal tersebut akan sangat
efektif karena selain memberikan sanksi pada kemerdekaan individu
(pidana penjara) juga akan memberikan sanksi terhadap harta
kekayaan (pidana denda), begitupula sanksi terhadap jiwa (hukuman
mati) apabila dibutuhkan.

Dalam putusan yang terjadi di pengadilan Negeri Meulaboh yang

bernomor No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo yang merupakan objek kajian

13 Rodliyah, Op. Cit, him. 8



dalam karya tulis ini penulis menemukan beberapa permasalahan
yang menarik untuk dikaji yakni: terkait pasal yang dilanggar dan
ancaman pidana yang termaktub dalam UU Nomor 35 tahun 2009 dan
tuntutan jaksa terhadap terpidana dapat dikatakan sudah tepat baik
berupa pidana penjara maupun pidana denda, namun untuk hukuman
yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang menyangkut
pengganti denda dengan jangka waktu yang terhitung sangat
singkat.'*  Selain itu terkait putusan negeri Meulaboh
N0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo  menurut penulis juga terdapat
kesalahan penerapan norma yakni: apabila dilihat dari rumusan KUHP
yang seharusnya pidana pengganti denda adalah kurungan'® akan
tetapi dalam amar putusan dijatuhkan pidana penjara sebagai
pengganti denda.

Berangkat dari uraian singkat diatas, penulis tertarik mengkaiji
perkara tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pelaksanaan
pidana pengganti pidana denda terhadap terpidana yang terjadi di
pengadilan negeri meulaboh, yang hasil penelitiannya akan
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Pidana

14 Nurmalawati (dkk), “The effectiveness of imprisonment and fine penalties for narcotics
criminal acts in medan” Kemajuan Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Penelitian Humaniora,
Atlantis Press, 2019, him. 138-139

15 pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi: jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar,
maka diganti dengan hukuman kurungan.




Denda Pada Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Putusan Negeri

Meulaboh No0.29/Pid.Sus/2019/PN. Mbo)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimaksud dalam skripsi ini diharapkan
mampu menjadi batasan atau ruang lingkup pembahasan sehingga
tidak melebar dan lebih terfokus pada pembahasan. Adapun rumusan
masalah tersebut antara lain:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memberikan subsider penjara 5 bulan terhadap sanksi pidana
pokok denda RP 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
dalam perkara No.29/Pid.Sus/2019/PN. Mbo?

2. Bagaimanakah pertimbangan kejaksaan selaku eksekutor
putusan dalam menetapkan terpidana menjalani pidana

penjara pengganti denda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat pada poin
diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan

subsider penjara terhadap sanksi poko denda RP

10.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).



2. Untuk mengetahui pertimbangan kejaksaan sebagai
eksekutor putusan dalam menetapkan terpidana menjalani

pidana penjara pengganti pidana denda.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan berhasilnya penyusunan karya tulis ini, besar harapan
penulis agar nantinya tulisan ini memiliki kegunaan sebagai:
1. Tambahan referensi dalam perkembangan peradaban dunia
pendidikan hukum, khususnya hukum pidana.
2. Dapat menjadi bahan renungan bagi para penegak hukum
dalam menegakkan hukum terutama masalah tindak pidana

narkotika

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang mengangkat isu yang berkaitan tentang kasus
tindak pidana Narkotika sudah banyak diangkat oleh berbagai
kalangan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun dalam
bentuk jurnal imiah. Sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk
menghindari terjadinya kesamaan berikut penulis paparkan beberapa
karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini, diantaranya:

1) Jemmi, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Narkotika (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri
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Sengkang), dari segi tinjauan pustaka mengangkat
permasalahan yang sama yaitu menyangkut tindak pidana
narkotika, namun tulisan yang diangkat penulis dalam karya
tulis ini lebih menekankan pada pertimbangan penegak
hukum dalam memberikan pidana penjara pengganti pidana
denda. Adapun perbedaan lain adalah lokasi penelitian
dimana dalam karya tulis tersebut mencoba mengkaji
permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan objek
dibeberapa putusan yang ada di Pengadilan Negeri
Sengkang, sementara objek kajian penilis dalam tulisan ini
adalah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh
No0.29/Pid.Sus/2019/PN. Mbo.

2) Rifkiati Rara Kamase, 2016, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan | Bagi Diri
Sendiri (Studi kasus Putusan No0.637/PID.B/2015/PN.MKS),
dari segi objek kajian beliau mengangkat contoh kasus dari
satu putusan tertentu seperti halnya judul penelitian penulis,
namun yang menajdi pembeda adalah lokasi dari objek kajian
karena dalam tulisannya mencoba mengangkat Putusan
Pengadilan Negeri Makassar sementara Penulis Mengangkat

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh.
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3) Adanan Panangi, 2017, Fakultas Hukum Universitas
hasanuddin dengan judul Tinjauan Kriminologis Aras Anak
Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum
Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015). Dari
segi tinjauan pustaka mengangkat permasalahan yang sama
dengan kejian penulis yaitu narkotika, namun dalam hal
bentuk penelitian terdapat perbedaan dimana penulis

menggunakan bentuk penelitian normatif.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan
metode normative atau doktrinal. Penelitian doktrinal yang dimaksud
adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang
mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan
antara peraturan menjelaskan daera kesulitan dan bahkan
memprediksi pembangunan dimasa yang akan datang.® Penelitian ini
dilakuakn dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka atau data-
data pustaka yang bersifat sekunder.
2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan kasus.

16 peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Pt Kencana Media Group, Jakarta, him.32
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Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri
semua regulasi yang terkait secara sistematis. Pendekatan kasus
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti yang telah diputuskan oleh pengadilan dan mendapat kekuatan

hukum tetap.

3) Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan bahan baku yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan, pengumpulan bahan
hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan
obyek kajian, beberapa buku, peraturan perundang-undangan,
disertasi, skripsi, buku, jurnal, artikel, serta karangan ilmiah yang
didapatkan melalui penelusuran media internet yang dianggap

relevan.

4) Analisis Data

Setelah semua bahan baku telah terkumpul, baik yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan sampai pada karya tulis
ilmiah yang berbentuk buku, jurnal, artikel maupun karangan ilmiah.
Maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan yang bersifat

kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat

13



dipisahkan menurut kalimat untuk menarik kesimpulan dari bahan
yang telah diolah. Dengan demikian hasil dari penelitian dapat
menjawab terkait pidana narkotika serta mengetahui pertimbangan
hakim maupun jaksa dalam putusan negeri melulaboh Nomor

29/Pid.Sus/2019/PN. Mbo.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PENGGANTI PIDANA DENDA

A. Hakim Dan Kehakiman

Jabatan hakim merupakan suatu pekerjaan atau tanggungjawab
yang cukup besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, dalam
artian hakim adalah jantung utama dari penegakan hukum. Oleh
karena itu, apabila hakim disuatu negara memiliki integritas moral
yang tinggi, kapasitas keilmuan yang memadai, perilaku yang
akhlakiah, jujur dan berani, akan sangat dimungkinkan terwujudnya
sebuah keadilan.’

Lembaga kehakiman adalah salah satu lembaga negara yang
senantiasa dituntut menegakkan hukum dengan seadil-adilnya demi
kepastian dan hukum dan membangun kepercayaan hukum dalam
masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-
citakan masyarakat, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara dilindungi oleh undang-undang dari berbagai
intervensi daripihak manapun dalam bentuk apapun, sebagai bentuk
jaminan ketidak berpihakannya kecuali terhadap hukum dan keadilan

demi terselenggaranya negara hukum yang dicita-citakan. Karenanya

17 A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam
Pertimbangan Putusan Hakim” Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2 Desember 2014 ISSN: 2356-1440, him. 192
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untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum, hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.!8

Berdasarkan dari dalil diatas, maka hakim dalam memeriksa
sampai memutus perkara diwajibkan berdasarkan atas fakta hukum
yang ada di persidangan demi tegaknya keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum yang merupakan tiga tumpuan utama hukum
menurut Gustav Radbruch.?® Menciptakan keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum bukanlah perkara yang sangat mudah karena
seringkali hukum yang bersifat sangat positivism akan mengorbankan
rasa keadilan dalam masyarakat, sebaliknya hukum yang terlalu
sosiologis terkadang mengorbankan kepastian hukum sehingga akan
membawa hukum tidak ditakuti oleh masyarakat. Dalam hal ini peran
aktif hakim dalam mencari kebenaran berdasarkan fakta persidangan
sangat dibutuhkan.

Bagir Manan menyatakan bahwa, hakim dapat
menyalahgunahkan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang
dengan mengatasnamakan kebebasan hakim. Untuk itu demi keadilan

dan kepastian penegakan hukum wajib diciptakan batasan-batasan

18 A Salman Maggalatung, Op. Cit, him. 186

Baca juga UU NO.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

1% Sacipto Raharjo, 2008, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia
dan Hukum, Kompas, Jakarta, hIm.80
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tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat
kekuasaan kehakiman.20

Sebagai upaya menjaga dan melindungi kemandirian hakim,

maka melalui the Bangalore principles of judicial conduct (konfrensi
peradilan internasional di Bangalore, India Tahun 2001) menyepakati
dibuatnya kode etik danperilaku hakim sedunia, yauitu:

1. independensi hakim (independence principle) merupakan
jaminan tegaknya hukum demi mewujudkan negara hukum
yang dicita-citakan.?!

2. Ketidakberpihakan hakim (impartiality principle) yaitu
merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim
sebagai pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat dalam
memecahkan terhadap setiap perkara yang diajukan
kepadanya;??

3. Integritas hakim (integrity principle) merupakan sikap batin,
moral, dan integritas hakim yang mencerminkan
keseimbangan keperibadian, serta keutuhan pemikiran setiap
hakim sebagai individu manusia dan sebagai pejabat negara

dalam menjalankan tugas jabatannya;??

20 A Salman Maggalatung, Op. Cit, him. 188

21 A Salman Maggalatung, Op. Cit, him 187

Baca juga Jimli Assidiqgie, konstitusi-konstitusi dan konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Mahkama
Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004), him.531-534

22 Ibid.
3 Ibid.
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4. Kepantasan dan sopan santun hakim (propriety principle)
merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar
pribadi yang tercermin dalam perilaku pribadi seorang hakim,
baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam
menjalankan tugas profesinya, yang dapat menimbulkan rasa
hormat, kewibawaan, dan kepercayaan bagi masyarakat;*

5. Kesetaraan (equality principle) adalah prinsip yang menjamin
perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan
kemanusiaan, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas
dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status
perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur,
pandangan politik, atau alasan-alasan lain yang serupa;

6. Kecakapan dan keseksamaan (competence and deligance
principles) merupaka syarat penting dalam mewujudkan

peradilan yang baik dan terpercaya.?®

B. Pidana, Pidana Penjara, dan Pidana Denda

1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana
Tindak pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh
pelaku yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, baik yang tercantum didalam KUHP

24 Ibid.
% Ibid.

18



maupun yang tersebar diluar KUHP. Ada tiga unsur yang
tercantum dalam tindak pidana yaitu: adanya perbuatan jahat,
adanya subjek pidana, dan sifat perbuatannya.?®

Perbuatan jahat adalah perbutan atau tindakan yang sangat
jelek, buruk, dan sangat tidak baik, Subjek pidana adalah orang
atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana, Sifat perbuatan
pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah
diatur didalam KUHP maupun yang telah diatur diluar KUHP.

Ketika kita menelusuri kitab undang-undang hukum pidana
kita dapat menemukan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya
yang kemudian dikelompokkan kedalam dua macam unsur
yankni: unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.?’

Selain dari unsur subjektif maupun unsur objektif, suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila:
terdapat perbuatan mencocoki unsur delik, terdapat sifat melawan
hukum, dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat
dimaafkan.?®

2. Tinjauan Umum Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda
Pidana penjara merupakan suatu pemidanaan berupa

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

26 Rodliyah, Op. Cit, him.14
27 Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, A.S Publishing, Makassar, him.67
28 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang education, Yogyakarta, him.49
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dilakukan dengan menutup orang atau terpidana dalam sebuah

lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut

menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam

lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan

tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.?°

Pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan pasal 12

KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah

berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan

hukuman penjara. Hukuman penjara menurut lamanya menjalani

hukumn yaitu:3°

1. Seumur hidup atau selama waktu tertentu

2. Selama waktu tertentu paling pendek selama 1 (satu) hari dan
palling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

3. Selama waktu tertentu boleh dijatuhkanuntuk duapuluh tahun
berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidanya hakim boleh
memilih antara: pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana

penjara selama waktu yang diputuskan oleh hakim

Berbeda dengan pidana penjara, lamanya pidana kurungan

yaitu:3!

1. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun

2 Ipid, him.110

Baca juga Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar, Pustaka Pena Mas, hiIm.98
30 Rodliyah, Op. Cit, him.18

31 Rodliyah, Op. Cit, him. 20
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2. Dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada
pidana yang disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan
pidana melanggar suatu kewajiban khususdari jabatannya;
atau

3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun
empat bulan.?

4. Pidana pengganti pidana denda yang diatur dalam KUHP

Pidana denda dapat ditemukan di dalam KUHP tepatnya
pada Bab Il Pasal 10 yang mana termasuk dalam poin hukuman-
hukuman pokok. Adapun susunan urutannya adalah sebagai

berikut:33

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan

4. Hukuman denda

Adapun menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) dalam pasal 65 ayat (2) dapat

dilihat bahwa urutan pidana menentukan sebagaimana ringannya

32 R Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, bogor, him. 47
33 R Soesilo, Op. Cit, him. 34
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pidana.®* Pidana denda muncul karena melihat banyaknya faktor
yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses
pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan
(pidana penjara) yang dinilai dalam praktiknya di pengadilan pidana
penjara dan pidana kurungan masih merupakan pilihan utama dari
hakim dalam penjatuhan hukuman.®® Ketika hakim berpendapat
bahwa tidak perlu menjatuhkan pidana penjara maupun pidana
denda setelah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal
yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta
pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat

menjatuhkan pidana denda.

Hukuman denda adalah hukuman yang dikenakan pada
kekayaan, sehingga dalam hal menjatuhkan hukuman denda maka
dalam surat keputusannya hakim menentukan pula berapa hari
hukuman kurungan yang harus dijalani sebagai hukuman pengganti
apabila denda tidak dibayar. Hal ini diatur dalm Pasal 30 Ayat (2)
yang berbunyi: “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak

dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan”.36

Dalam ayat (4) ditentukan bahwa: “dalam keputusan hakim

ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya

34 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ-120181127-110919-8068.pdf

35 Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana,
Grassindo, Jakarta, him.145.
36 R Soesilo, Op. Cit, him.52.
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hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang
lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti
tidak lebih pada satu hari, dan bagi sisahnya yang tidak cukup

setengah rupiah, lamanya pun satu hari.?’

Dari penjelasan singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
peranan hakim dalam menemukan hukum sangat berpengaruh
dalam hal pemberian pidana denda. Disuatu sisi hakim harus
menemukan hukum jika seorang hakim menganggap bahwa
hukuman penjara ataupun hukuman kurungan tidak pantas
dijatuhkan, namun disaat itu pula hakim harus menentukan besarnya
pidana kurungan pengganti pidana denda. Sehingga efektif atau
tidaknya hukuman denda akan dipengaruhi oleh subjektifitas dan

pengetahuan hakim dalam menemukan hukum.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

tindak pidana terdiri dari dua kata yaitu “tindak” dan “pidana”.
Kata “tindak” merujuk pada suatu perbuatan. Berbicara tentang
perbuatan sangat dekat dengan subjek hukum sebagai yang
memegang kendali untuk melakukan perbuatan. Antara perbuatan
dengan yang melakukan perbuatan terdapat hubungan kejiwaan,
yaitu hubungan dengan menggunakan salah satu bagian tubuh,

panca indra, dan alat lainnya sehingga terjadi suatu tindakan atau

37 Ibid.
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perbuatan.®® Adapun pengertian pidana yang diketahui secara umun
adalah pelanggaran hum atau pemenuhan unsur delik yang telah
dirumuskan dalam KUHP maupun delik diluar KUHP. Sementara
pengertian narkotika secara singkat adalah obat yang terlarang yang
disebutkan dalam kualifikasi baik UU narkotika maupun peraturan

mentri kesehatan. Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya:

1. Pengertian dan pengaturan narkotika

Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2009 tentang
narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa neyeri,
dan dapat mennimbulkan ketergantungan.3?

Menurut Bambang Gunawan, Narkotika adalah obat-obat
yang banyak digunakan dalam ilmu kesehatan untuk kepentingan
terapi, akan tetapi apabiila disalahgunakan akan menimbulkan
ketergantungan yang berujung pada penyakit yang sangat
mematikan penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat

besar.40

38 Andi Sofyan dan Nur Azisa,2016 Hukum Pidana, Pustaka Press, Makassar, him. 99

39 Rodliyah, Op. Cit, him.85-86

40 Bambang Gunawan, Asas Strict Liabylity dalam hukum pidana narkotika”, Disertasi Program
Doctor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015, him.vii.
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Adapun pengeturan mengenai narkotika telah diatur dalam
UU berikut ini: 4
a. Undang-undang No.8 Tahun 1976 tentang pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun
1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Repuplik
Indonesia tahun 1976 Nomor 36, tambahan Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Nomor 3085).
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
pengesahan United Nation Conventian Against llicit Traffic
in Narcotic Drugs and Psychhotropic Subtances, 1988
(Konveksi Perserikatan Bangsa-Bangsa
TentangPemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan
Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Nomor 3673), dan
c. Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal.
2. Penggolongan jenis-jenis narkotika
Penggolongan narkotika dapat kita temukan di dalam
Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 6 Ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa penggolongan

narkotika terdiri atas narkotika golongan I, narkotika golongan II,

41 Rodliyah, Op. Cit, him.90
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dan narkotika golongan 1.2 untuk lebih jelasnya berikut
penjabarannya:

1. Narkotika golongan | adalah narkotika yang berbahaya,

karena zat adiktifnya sangat tinggi. Narkotika golongan ini
hanya dianjurkan digunakan untuk keperluan pendidikan
dan penelitian dan tidak dianjurkan digunakan untuk
kepentingan terapi karena berpotensi menyebabkan
ketergantungan. Contohnya antara lain ganja, heroin,

kokain, morfin, dan sejenisnya.*?

. Narkotika golongan Il adalah narkotika yang zat adiktifnya

tinggi, akan tetapi jika dibandingkan narkotika golongan I,
narkotika golongan Il masih dibawa narkotika golongan II.
Narkotika golongan 1l sudah dapat digunakan untuk
kepentingan terapi, akan tetapi hanya merupakan
alternative terakhir. Contohnya adalah benzetidin,

betametadol, dan petidin dan turunanannya.*

. Narkotika golongan Il yaitu narkotika yang zat adiktifnya

ringan, biasanya Narkotika golongan ini yang paling

banyak digunakan dalam kepentingan terapi karena

42 YU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3 Ibid,
4 Ibid,
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potensi ketergantungan yang ditimbulkan sangat rendah.

Contohnya yaitu kodein dan turunannya.®®

Menjawab perkembangan kasus penyalahgunaan Narkotika
yang semakin tahun semakin meningkat dengan munculnya
ragam narkotika yang tidak disebutkan dalam undang-undang
narkotika mendorong mentri kesehatan mengeluarkan peraturan
mentri Nomor 13 tahun 2014 tenteng Perubahan Penggolongan
narkotika, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2017 melalui
Peraturan Mentri No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika dengan menambahkan 114 jenis
narkoba golongan I, dan 91 jenis narkoba golongan II, serta 15

jenis narkoba golongan lll.

3. Bentuk-bentuk pidana narkotika
sanksi pidana untuk tindak pidana diatur dalam pasal 111
sampai dengan pasal 148 UU Narkotika. Ada tiga jenis sanksi
pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu:®
1. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika

2. Sanksi pidana bagi pelaku precursor narkotika, dan

45 Ibid,
46 Nurmalawati (dkk), Op. Cit, him. 137
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3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau
pimpinan yang menghalangi, residivis, pencucian uang orang

asing dan lain-lain.

Pengaturan lebih jelas tentang tindak pidana Narkotika yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini dapat dilihat pada pasal-
pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika sebagai

berikut berikut:*’

Pasal 112

1) Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum
memiliki, menyiman, menguasai, atau menyediakan,
narkotika Golongan | bukan tanaman, dipidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12
(duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP.
8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan narkotika Golongan | bukan tanaman
sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) beratnya
melebihi 5 (Lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan dipidana denda maksimum segaimana dimaksud pada
Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132

1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika dan prokursor Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal
114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal
119, Pasal 120, Pasal 120, Pasal 120, Pasal 121, Pasal
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan
Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara
yang sama sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam
pasal-pasal tersebut.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal, Pasal 114, Pasal

47 UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika
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115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal
120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal
125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara
terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda
maksimunnya ditambah 1/3 (sepertiga)

3) Pemberatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak
pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku
dijatuhi pidana penjara Paling Lama dua tahun sebagai
pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Penjara Pengganti Pidana Denda

1. Analisis Putusan No.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo

Secara yuridis apabila kita membaca  putusan
No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo dapat dengan mudah kita ketahui
bahwa jalannya persidangan memenuhi unsur formal persidangan
yang diatur oleh undang-undang, hal itu dapat kita lihat dari
mekanisme persidangan yang mencoba memperhatikan semua alat
bukti baik yang dihadirkan oleh terdakwa maupun yang mencoba
ditemukan oleh hakim.

Secara subtansial dalam Putusan Pengadilan Negeri
Meulaboh Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, kita dapat melihat

bahwa putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara sebagai

29



pengganti pidana denda pada halaman 41 poin ke empat yang
berbunyi:

‘menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan
denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan;”

Dalam putusan diatas kita dapat melihat bahwa pidana yang
dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda adalah pidana penjara
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor
35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga secara hukum putusan
tersebut dinyatakan konstitusional karena tidak bertentangan
dengan asas hukum pidana yang dianut di Indonesia tanpa
menghiraukan azas hukum pidana dalam kaitannya dengan tindak
pidana Narkotika sebagai tindak Pidana Khusus.

Selanjutnya, Ketika kita membuka halaman 39 pada paragraf
kedua bagian menimbang, hakim pengadilan menyimpulkan bahwa
semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Repuplik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
telah terpenuhi, sehingga menurut hemat penulis penjatuhan pidana
penjara sebesar 13 (tiga belas) tahun sepadan dengan yang diatur
dalam pasal 122 ayat (2) dari kalkulasi 10 (sepuluh) tahun ditambah

1/3 dari 10 (sepuluh) tahun sehingga pidana penjara sebesar 13

tahun.
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Namun, dalam putusan ini penulis menemukan kejanggalan
sekaligus yang menjadi rumusan masalah pertama dalam karya tulis
ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan
subsidaer penjara dari denda Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar
Rupiah) menjadi pidana penjara pengganti pidana denda sebesar 5
(lima) bulan.

Menurut hemat penulis meskipun Lembaga kehakiman
diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukuman kepada
terpidana, namun hukuman tersebut tidak dapat diputuskan tanpa
perhitungan yang rasional atau tanpa landasan hukum, hal itu
dikarenakan demi menjamin rasa keadilan terhadap tegaknya
hukum.

Berbicara menyangkut putusan negeri meulaboh nomor
29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo menurut penulis dalam penjatuhan
putusan hanya dua regulasi yang dapat digunakan untuk
memberikan pidana pengganti terhadap pidana denda adalah
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ataupun
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama dinilai tidak
bertolak belakang dengan UU Narkotika.

Secara yuridis Ketika kita mengacu pada Undang-Undang
Narkotika dapat dipastikan bahwasanya tidak diaturnya tentang
perhitungan sepadan dalam pemberian pidana penjara pengganti

pidana denda sehingga subsidaer denda selama 5 (lima) bulan yang
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dijatuhkan hakim sebagai pengganti pidana denda murni merupakan
subjektifitas hakim dalam menggunakan haknya untuk menemukan
hukum dalam peradilan karena sejatinya pengaturan subsidaer
pidana denda telah diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang
Narkotika, akan tetapi tidak diatur secara tegas tentang tata cara
perhitungan melainkan hanya mengatur tentang lamanya pidana
pengganti pidana denda selama 2 (dua) tahun.

Penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda
selama 5 (lima) bulan untuk menggantikan pidana denda sebesar
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) secara yuridis
konstitusional karena lex spesialis tindak pidana narkotika tidak
mengatur pidana minimun dan perhitungan yang sepadan. Tidak
sampai pada konstitusional atau tidaknya suatu putusan, akan tetapi
yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan adalah
apakah putusan yang dijatuhkan memberikan kemanfaatan dalam
mengurangi tindak pidana serta apakah putusan akan bersifat adil
bagi masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa siapun yang mengetahui Putusan
Negeri Meulaboh No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo pasti berpendapat
bahwa putusan tersebut menjatuhkan pidana pengganti yang tidak
sebanding, berangkat dari hal itu pulahlah penulis berasumsi bahwa

putusan tersebut tidak menjawab keinginan masyarakat dan
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berimplikasi buruk melemahkan penegakan pemberantasan tindak
pidana narkotika.

Selanjutnya karena putusan tersebut dianggap tidak
menjawab keinginan masyarakat apabila hanya diputuskan atas
pertimbangan Pasal 148 UU Narkotika, jadi satu-satunya regulasi
pembantu yang relevan dijadikan tolok ukur dalam perkara ini yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 30 Ayat (4) KUHP diatur perbandingan yang sepadan
yaitu setiap setengah rupiah dibandingkan dengan satu hari,
sementara sisanya yang kurang setengah rupiah akan dibandingkan
juga dengan satu hari. Tentunya melihat kalkulasi yang ditentukan
oleh KUHP yang dibentuk sejak tahun 1946 tentunya akan sangat
memberatkan apabila digunakan begitu saja dalam perkara tindak
pidana Narkotika ditahun 2019 hal itu dikarenakan oleh perubahan
nilai mata uang dari tahun ketahun.

Untuk merasionalkan perbandingan yang sepadan yang diatur
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan
Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHP, ukuran untuk nominal mata uang yang terdapat dalam
KUHP sekarang dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) untuk mendapatkan
perbandingan sekarang, artinya untuk mendaptkan angka setengah

rupiah untuk perbandingan sekarang adalah sebesar Rp.0,5 X10000
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= Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah). Jadi ditarik kesimpulan bahwa
dalam Rp.500,00 (Lima Ribu Rupiah) pidana denda dipadankan
dengan 1 hari kurungan berdasarkan KUHP.

Kembali pada Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor
29/Pid.sus/2019/PN.Mbo pada halaman 41 poin ke-4 yang mana kita
lihat bahwa pidana denda yang dijatuhkan adalah sebesar
Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), maka Ketika yang
digunakan untu menghitung pidana pengganti pidana denda adalah
KUHP, dapat ditarik hasil sebesar Rp.10.000.000.000,00/5000 =
2.000.000 hari, sehingga dapat dipastikan bahwa ini masih terlalu
berat dijalankan oleh terdakwa.

Kedua regulasi telah digunakan sebagai batu uji untuk
mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda selama 5
(lima) bulan terhadap pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00
(Sepuluh Milyar Rupiah), dan didapatkan keduanya tidak relevan
digunakan didalam penegakan pemberantasan tindak pidana
Narkotika.

Dengan demikian penulis beranggapan bahwa disaat seperti
itulah penemuan hukum hakim dibutuhkan dalam menjatuhkan
pidana  pengganti sebagai  subsidaer tentunya @ tetap
mempertimbangkan regulasi diatas, sehingga waktu pemidanaan

yang paling rasional adalah memaksimalkan pidana penjara
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pengganti selama 2-9 (dua sampai sembilan) tahun. Dua sampai
sembilan tahun merupakan kombinasi dari dua regulasi yaitu: 2 (dua)
tahun adalah pidana maksimal yang diatur didalam Pasal 148 UU
Narkotika, sementara 9 Tahun adalah batas maksimal pidana
penjara pengganti yang tidak melanggar azas pemidanaan dalam
kaitannya dengan besarnya pidana penjara yang menjadi pidana
Primer. Sebelumnya penulis menegaskan bahwa pidana primer
yang didakwakan hakim yaitu 10 (Sepuluh) tahun karena siterhukum
didakwa melanggar pasal 112 UU Narkotika.
. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Akibat Dari Tidak
Efektifnya Pidana Denda

Putusan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pid.Sus/2009/PN.Mbo
menurut kajian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan
suatu permasalahan baru dalam penegakan hukum yang ada di
negara Indonesia, secara khusus penulis mengambil putusan negeri
meulaboh tersebut sebagai sampel untuk merepsentasikan
permasalahan yang terjadi hampir disetiap putusan pengadilan yang
ada di seluruh wilayah Indonesia yang berkaitan dengan pidana
denda.

Permasalahan baru yang penulis maksud adalah
permasalahan  overkapasitas yang terjadi di Lembaga

pemasyarakatan yang disebabkan karena kurang efektifnya jenis
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pemidanaan lain selain penjara yang salah satunya adalah pidana
denda.*®

Kembali pada pokok permasalahan Putusan
No0.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo yang menjadi rumusan masalah yang
penulis angkat yaitu:

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda
sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan”

Berdasarkan hasil penelitian dalam rilis yang dilaporkan
pengkajian hukum tentang penerapan pidana denda departemen
kehakiman RI, disebutkan bahwa Meskipun terdapat ancaman
pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana diluar KUHP,
sayangnya belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai
mata uang dalam masyarakat, yang berimplikasi pada tidak
efektifnya pidana denda.*®

Sebagai bahan perbandingan dalam tulisan ini untuk

menguatkan opini yang dibangun penulis sebelumnya, penulis

48 https://leip.or.id/permasalahan-penyebab-kelebihan-jumlah-narapidana-di-lembaga-

pemasyarakatan/.

49 http://digilip.unila.ac.id/5354/8/BAB%2011.pdf
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mencoba mengangkat data perbandingan eksekusi pidana denda

dari Kejaksaan Negeri Takalar sebagai berikut:*°

Data Eksekusi Pidana Denda dalam Tindak Pidana

Tabel 1

Khusus di Kejaksaan Negeri Takalar Tahun 2019

NO

Jenis Perkara

Pidana
Denda

Pidana

Pengganti

Tindak Pidana Narkotika
Pasal 111(1), 112 (1), 114(1)
UU No.35 Tahun 2009
Pidana Denda Rp.600 juta-
Rpl1,5 M subsidaer 1-3 bulan
Penjara

30

Tindak Pidana di Bidang
Kesehatan (Pasal 197 UU
Nomor 26 Tahun 2009)
Pidana Denda Rp250 juta —
Rp300 juta subsidaer 2-3
bulan kurungan

10

Tindak Pidana Perlindungan
Anak (Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014)
Pidana Denda Rp100 juta —
Rp200 Juta subsidaer 1-2
Bulan Kurungan

Tindak  Pidana  Korupsi
(Pasal 2 UU No.31 Tahun
1999)

Pidana Denda Rp50 juta
subsidaer dua bulan
Kurungan

Total

1

45

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Takalar, 2019

50 Nur Azisa, Arnita Pratiwi Arifin, “Criminal Law Policy In An Effort To Make The Criminal Fines

Effective”, Jurnal Psychosocial, Internasional Jurnal Of Psycosocial Rehabilition, Mei 2020, ISSN:

1475-7192, him. 11999-12006
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Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
perbandingan anatara yang memilih pidana pengganti denda
dengan yang memilih pidana denda dalam tindak pidana khusus
adalah berbanding 45 ; 1, dan lebih khusus pada tindak pidana
Narkotika sebanyak 30 (100%) memilih untuk menjalani Pidana
Pengganti dibandingkan membayar pidana denda.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pemilihan
pidana pengganti dalam tindak pidana khusus pada umumnya atau
tindak pidana narkotika secara khusus sangat besar persentasenya
dibandingkan memilih pidana denda.

Singkat kata penulis berkesimpulan bahwa ketidakjelasan
penafsiran Lembaga penegak hukum terhadap undang -undang
Narkotika dan dengan tidak adanya pranata hukum yang jelas
menempatkan pidana penjara pengganti sebagai pidana yang
bersifat wajib dan menempatkannya sebagai pidana yang fakultatif
akan menghilangkan marwah pidana denda yang sejatinya
merupakan suatu keharusan bagi yang mampu secara ekonomi.

Terakhir penulis berpendapat bahwa perlunya dilakukan
pembaharuan pada UU Narkotika dengan melakukan revisi pasal-
pasal tertentu karena apabila tidak dilakukan revisi peraturan
perundang-undangan yang menyangkut pemberian pidana penjara
sebagai pengganti pidana denda dan penekanan yang jelas

terhadap kewajiban membayar denda pada tindak pidana narkotika,
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maka kedepan proses persidangan tidak hanya memberikan rasa
ketidakadilan karena disparitas putusan yang terkesan tebang pilih,
akan tetapi akan menimbulkan overkapasitas dalam Lembaga

pemasyarakatan.
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